Menimbang

Mengingat

BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

. bahwa berdasarkan Lampiran huruf c¢ Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengenai pembagian urusan bidang pemerintahan energi
dan sumber daya mineral, sub urusan geologi menyatakan
bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah
provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi;

. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 188.34-9802 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah perlu diubah untuk
disesuaikan kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Menetapkan

dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK AIR TANAH.

Pasall

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011
Nomor 13), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau
seluruh faktor-faktor berikut:

o0 o

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan

atau pemanfaatan air.

(3) Dihapus.



(4) Cara menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga
dasar air.

(5) Dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
TTD

FARHAN
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